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Segera mengirimkan laporan tersebut pada angka (1) dan laporan acara

(U8}

pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia up.
Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Mudang Bidang Pembiaan
4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka (1) untuk kepentingan
dinas termasuk senjata apt dan amunisi vang telah digunakan, sebelum
dipergunakan, sebelum dikeluarkan instruksi ini disampaikan kepada Jaksa
Agung Republik Indonesia up. Jaksa Agung Mudan Bidang Intel oleh Kejati yang
berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan
5. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Selanjutnya mengenai benda sitaan yang berupa obat-obatan, maka
sebagaimana dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan menteri
Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserhkan kepada Dinas

Kesehatan, hal it memang selaras dengan bunyi Pasal 45 ayat 94) KUH Pidana

of

erhadap benda yang disita tersebut mudah rusak atau vang lekas rusak atau yang
membahayakan.

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau membahayakan sehingga
tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut
memperole? kekuatan hukum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut
menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau
kuasanya, dapatiah diambil tindakan :

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda

tersebut dapat dijual atau dilelang ataur diamankan oleh penyidik atau penuntut

umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya

N
(VS
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BAB 111
PENYITAAN YANG DILAKIUJKAN PENYIDIK MENURUT

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Macam-macam Beada Sitaan

Untuk kepentingan pembuktian. baik di tingkat penvidikan, penuntutan
alaupun peradilan, penvidik dapat melakukan tindakan penvitaan. vakni dengan
cara mengambil alth dan/atau menvimpan di bawah penguasaannva atas benda
bergerak atau tidak bergerak ataupun berwujud dan vang tidak berwujud.

Dan peogertian vang dilangsir penulis dart Pasal 1 point ke 16 KUHAP,
dapatlah diuraikan bahwa macam-macam henda vang dapat disita tersebut dapat
dibagi atas beberapa golongan, _\,','akni :

1. Benda begerak dan benda tidak bergerak

=

Benda berwujud dan benda tidak bernwujud

—

Benda bergerak dan benda tidak bergerak
Berbicara mengenai kata benda maka pengertiannva adalah sangat begitu
luas, jika diartikan sebagai hak vakni sebagai objek atau lawan dart subjek.
Jika diartikan dalam vang lain benda adalah sebagai barang vang dapat
2
dilihat atau berwujud.
Perkataan benda dapat juga dipakar sebagat kekavaan seseorang dan jika

demikian maka benda vang dimaksud dapat mencakup semua hal vang dimaksud

dalam 4 (empat) point di atas.

2
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ferlebih dahulu dibuktikan Kesalahannva. Dan jitka hal i terjadi maka ielah
melanggar asas hukum vang dijunjung tinggi oleh negara vakni asas Green Srraf
Zodler Scaule vang artnva tada suatu hukuman tanpa lebih dahulu dibuktikan
kesalahannya tersebut

Dalam persidangan, hakim pidana diwapbkan untuk bersifat aktif. artinva
aktif menggah dari kedua belah pihak jaksa vang mewakili kepentingan negara
dan pihak terdakwa ataupun kuasanva di satu pihak. Dan dan keterangan-
keterangan vang diperoleh di persida,ng;an di samping dengan bukti-bukt: vang ada
maka hakim berdasarkan kevakinannva kemudian memberikan putusan perkara
terseout. Jadi meskipun seseorang itu telah mengaku bahwa 1a telah melakukan
semua peristiwa pidana vaing didakwakan jaksa kepadanva akan tetapi hakim
tidak yakin maka hakim dapat membebaskannva dari dakwaan tersebut, seperti
halnya vang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bountain (Sulaweis Selatan).

Pada tahun 1982, Hakim Ketua Majebis Mr. Urip Kartodirio,
menvidangkan seorang terdakwa dengan dakwaan telah melakukan suatu

embunuhan vang telah direncanakan terlebih dabulu (moord) I dalam

D

persidangan terdakwa tetap bersifat sopan dan dengan tenag telah mengaku
seluruh dakwaan vang dituduhkan/didakwakan kepadanva. Namun akhirnva
secara kontroversial Hakim Mr. Urip Kartodirjo membebaskan terdakwa dari

2

segala dakwaan,

Pembebasan terdakwa tersebut oleh Hakim Mr. Unp Kartodirjo adalah
atas keterangan terdakwa itu sendiri tentang cara melakukan perbuatan itu sendiri.
Putusan tersebut banvak ;1:2rgandung pro dan kontra, namun dikarenakan putusan

itu didasarkan atas alasan vang tepat maka putusan Mr. Un Kartodirjo menjads
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masih dituntut suatu kejelian vang sifatnva teknis untuk tentunva mewuiudkan

kebenaran materiel.
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BAB IV

MASALAH PENYITAAN PADA POLSEK SUNGGAL

A. Tatacara Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik POLRI

Sebelum penvidih melakukan penvidikan dalam hal i penyitaan maka
perlu ada suatu pegangan dibuat dan untuk diketahui apa gerangan vang menjadi
dasar penvidik untuk melakukan penyitaan

Memang betul dasar pen_\.'idi,l;'melakukan penvitaan tersebut berpegang
pada bahwa benda tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana

Adapun sedemikian menurut hemat penulis secara umum pengertiannva
masih memerlukan penafisran lagi dan untuk itu lebih jelasnva dapat kita lihat
dalam Pasal 39 KUHAP avat (1) vang menvebutkan avat (1) vang dapat
dikenakan penyitaan adalah -
1. Benda atau tagihan tersan

ka atau terdakwa seluruh atau sebahagian diduga

ag
peg

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

2. Benda vang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannva
3. Benda-benda vang dipergunakan unti’k menghalang-halangi penvidikan tindak

pidana

2

4. Benda vang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana

5. Benda lain yang mempunvai hubungan langsung dengan tindak pidana vang
dilakukan
{
37
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adalah tahun di mana Ditserse Polsek Medan Sunggal paling banvak melakukan
penyitaan yakni sebanyak 4117 kasus penvitaan,

Dari hasil peneliian penulis di Ditserse Polsek Medan Sunggal didapatkan
kenyataan bahwa Pengadilan Negen Medan belum pernah menolak memberikan
persetujuan atas penvitaan vang telah dilakukan oleh Ditserse Polsek Medan
Sunggal sehagarmanan vang dimaksud dalam Pasal 38 avat {2) KUHAP,
demikian diungkapkan oleh salah satu petugas Ditserse Polist Daerah Sumatera
Utara Medari

Lebih lanjut data juga ditemukan bahwa pada umumnya Ditserse Polsek
Sunggal sebelum melakukan penvitaan terlebih dahuiu meminta izin dari Ketua
Pengadilan Negeri Medan sebagaimana vang dimaksud dalam avat (1) Pasal 38
KUHAP kecuali memang kea'damm_\'a yvang memang sangat periu dan mendesak
barulah Ditserse Polsek Medan Sunggal melakukan penvitaan terlebih dahulu.

hika tidaklah benar sepertt apa vang dibayangkan oleh sebahagian orang
vang menganggap bahwa izin itu vakni sebagaimana vang dimaksud dalam avat
(1) Pasal 38 KUHAP hanva dalam keadaan tertentu saja digunakan jadi artinva
tiap penvitaan seakan-akan semua itu dilakukan dengan alasan mendesak hingea
korban vang tersita kepadarnva tidak diperiihatkan surat izin penvitaan vang
dimaksud.

’

Berkantan dengan penvitaan vang dilakukan oleh pen'_\,:idik dengan lasan
perlu dan mendesak sebagaimana vang dumaksud dalam Pasal 38 avat (2) KUHAP
ini, ketika penulis mengadakan penelihan, maka didapatkan suatu kenvataan

bahwa terhadap j-envitaan yang dilakukan tanpa surat izin dar Ketua Pengadilan

46
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Negeri karena alasan mendesak. maka ketika surat i1zin dimintakan ke Pengadilan
Negeri tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan

Dalam hal it juga dapat dikatakan bahwa penvidik pernah melakukan
penytlaan dan tersangka tanpa terlebith dahulu meminta 1zin dan Ketua

Pengadilan Neger1 setempat.

B. Permasalahan Balam hal Proses Pelaksanaan Penyitaan

Twuan Hukum Acara Pid.;;.na adalah semata-mata untek mencan
kebenaran materiel atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran vang hakiki.
Hal 11 bermakna bahwa, agar setiap orang vang melanggar hukum pidana dapat
dijatuhi hukuman vang setimpal dengan kejahatan vang telah dilakukannva,

Sesnai dengan asas vang dimiliki oleh hukum pidana kita vakn asas
Nullum Delictum. maka pembuktian alas tindak pidana telah terjadi tersebut
mutlak dan penting sekali artinya dalam peradilan.

Dan dalam menentukan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk

]

&
s

pembuktian tersebut sering kali aparat penegak hukum mengalami beberap
kesulitan, hal mana dikarenakan kurangnva Kkesadaran masvarakat terhadap
~hukum khususnyva kurang mengereti bagaimana pentingnyva benda/barang tersebut
untuk pembuktian dalam suatu penvidikan perkara pidana.
.

I. Tidak Dilakukan Secara Prosedur
Seperti telah dikemukakan bahwa prinsip dasar dalam suatu penvitaan
adalah adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat serta bentuk-bentuk

keterkaitan tertentu vang dirinct dalam pasal 39 KUUHAP antara barang-barang
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vang disita dengan tindak pidana tersebut di mana dalam keadaan vang perlu dan
mendesak bila mana penyidik segera dapat bertindak dan tidak mungkin untuk
mendapatkan surat izin terlebih dahulu. maka penvidik oleh undang-undang hanva
dibenarkan menvita benda-benda bergerak saja. Dan untuk 1tu kemudian penvidik
wajib  melaporkannva kepada Ketua Pengadilan Negern setempat guna
memnperoleh persetujuannya

Bini adalah contoh kasus penvitaan dalam hal memiki senjata tajam tanpa
1zin svah.
Uraian singkat isi kejadian :
Pada hart sabtu tanggal 11 Maret 1995, sekiran pukul 10.00 WIB, sewaktu Serka
Bambang Ardi bersama Sertu P. M. Simanjuntak (keduanva petugas POLRI)
sedang melintas dan Jalan Selamat Mandala, Tangguk Bongkar 1X, telah melihat
1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup Grand wama hitam tanpa plat nomor polisi
vang dikendarar seorang laki-laki. karena curniga oleh kedua petugas tersebut
langsung menangkap sepeda motor tersebutl beserta pengemudinya dan setelah
ditanvai 1anva tidak dapat memperhhatkan kelengkapan surat-surat dan seketika
itu juga 1a melarikan din lalu dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap. dari
dalam pinggangnva didapati sebilah pisau belati. selanjutnva tersangka dibawa ke
Polsekta Percut Sei Tuva bersama barang bukti berupa sepeda motor Astrea dan
sebilal,] pisau belati untuk dilakukan penvidikan.

Demikian uraian singkat dari  contoh kasus tersebut. penulis
menyimpulkan bahwa tindakan vang telah dilakukan oleh petugas polisi ter<ebut
adalah menangkap tersangka., menvita barang bukti dan melaporkannva kepada

kepala dan atasan polisi.
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Dari contoh Kasus di atas. penvitaan vang dilakukan oieh penvidik adalah
dalam hal tertangkap tangan karena dalam keadaan tertangkap tangan. penvidik
dapat langsung menviia sesuatu benda dan alat :

1. Yang ternvata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

)

Atau benda dan alat vang patut dicurigat telah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana
3. Atau benda lain vang dapat dipakai sebagai barang bukti

Ketentuan Pasal 40 KUHPidana tersebut adalah sangat beralasan vang
langsung member1 wewenang kepada penvidik untuk menvita benda dan alat vang
dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan.

Jadi dalam hal ini adanva pengecualian bagi penvidik untuk melakukan
penvitaan dengan 1zin Ketua.Pengadilan Negen setempal. Dianggap terlalu lucu.
jika untuk melakukan penyitaan benda pada keadaan tertangkap tangan. penvidik
lari dari tempat kejadian guna meminta surat izin penvitaan dari Ketna Pengadilan
Negeri, karena sikap itu sangat sia-sia dan tidak efektii dan efisien dan saneat
irasional serta tidak tepat menurut logika prinsip menegakar hukum vang cepat.
tepat dan biava ringan.

Mengamati tentang kasus penvitaan tersebut kiranva memang terdapat
kejanggalan vang dilakukan penvidik dalam menvita sepeda motor vang dipakai

. ;
oleh tersangka karena sebenarnva vang meniadi objek penvitaan di sini adalah
berupa sebilah pisau vang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak
pidana, oleh Karena itu penvitaan terhadap sepeda motor tersebut tidak svah
karena tidak dilaksanakan menurut proses dan hal ini tidak dibenickan oleh

undang-undang.
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Memang agak aneh kelihatannyva jika sampai barang bukti vane fungsinva
untuk meluruskan kebenaran materiel sebagaimana vang menjadi tujuan hukum
pidana 1tu digelapkan. akrena selain tindakan administratif, jaksa tersebut dapat
juga dikenakan tindakan hukum sebagaimana vang dimaksud dalam Pasat 415 dan

417 KUHPidana, vang menyebutkan :

Pasal 415 KUHPidana :

Pegawar neger! atau orang lain, vang diwapibkan untuk seterusnva atau untuk
sementara walitu menjalankan suatu pekerjaan umum. vang dengan sengaja
menggelapkan vang atau surat vang berharga. vang disimpan karena jabatannya
atau dengan sengaja membia.rkan uang atau surat tersebut diambul atau digeiapkan
membanty

orang lain atau menolong orang vang lain 1tu sebagar orang vang

o
= r =

dalam hal 1tu dihukum penjara selama-tamanyva 7 (tujuh) tahun

Pasal 417 KUHPidana :
Pegawai negeri atau orang lain vang diwajibkan untuk seterusnya atau untl
semeniara waktu menjalankan pekenjaan umum vang dengan sengaja

menggelapkan, membinasakan. merusakan atau membuat sehingga tidak dapat

lagi barang vang diperuntukan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi

e Al

kekuasaan vang berhak atau surat akte. surat keterangan atau daftar vang
disimpannya karena pekerjaannva atau membiarkan orang lain menghilangkan,
membinasakan, merusak atau mmebuat sehingga tak dadapat dipakai-lagi barang
atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu, dihukum

penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
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Kiranva Jaksa Penuntut Umum vang menggelapkan barang bukti uang
hasit penvilaan dari kasus perjudian di Jakarta tersebut. tidak diajukan ke
persidangan melainkan hanva dikenakan sanksi admunistratif saja.
Berbicara mengenai masalah di mana terdakwa tidak mengenal barang
bukit vang diajukan jaksa di persidangan maka image Kita akan peristiwa vang
dimaksud bisa lain. jika penstiwa sedemikian terjadi. maka dapat kita kategorikan
penrvebabnya pada dua hal
Pertama : Terdakwa dengan caran-_\’a sendirt mungkin atau berpura-pura tidak
mengenal barang bukti vang diperlihatkan 1tu kepadanva

Kedua: Kemungkinan penvidik ataupun penuntut umum membual suatu
skenario sedemikian juga vang terdensinva memanipulasi barang bukti
dan berita acara pemeriksaan

Dalam hal kejadian vang pertama. hakim terlebih-iehih hakim vang telag
berpengalaman (senior) akan tidak terlalu sulit memecahkan problema kecil
tentang apakah 1a sebenarnva tidak mengenal barang bukt tersebut. betul-betul
sama sekali idak kenal atau memang berpura-purs tidak kenal,

Sedangkan dalam hal kejadian vang ekdua. di simlah menurut hemat
penulis hakim harus benar-benar berani menunjukan identitasnva vakni sebagai
pejabat vang berdirt bebas dari tekanan maupun kekuasaan pthak mana sekalipun.

, .
Dan hal tni oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan ataupun kemerdekaan
hakim itu telah dijamin. Dan ini juga merupakan cerminan dan konsekuensi suatu

negara hukum vang menjunjung tinggi hukum dan Indonesia adalah suatu negara

hukum. 3
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Kedudukan hakim vang bebas meredeka ini. sering kali diperbincangkan
oleh banvak orang Kedudukan vang bebas merdeka i terlihat nvata dalam
perkara H. R. Dharsono. di mana Adnan Buvung Nasution vang kala 1lu bertindak
sebagar pembela darn tersangka dalam Pledoinva mengatakan bahwa vang diadilt

di sint sebenarnva bukanlah H. R. Dharsono tetapi adalah pengadilan vang

mengadili  kasus i tentang apakah pengadilan berami mengadili secara

|
&
proporsional. tair dengan tanpa tekanan ataupun paksaan darn prhak manapun.

Demikian kira-kira bunyt Pledo1r dart Adnan Buyung Nasution dalam

membela terdakwa H. R. Dharsono di Jakarta.

C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Rertentangan Dengan Hukum
Acara Pidana

Cu1 vang paling menonjol dart hukum acara pidana 1alah mengenal

prosedur dalam mengambil tindakan vang sedemikian ketainva Ini sesuat benar

dengan nama di bidangnva sendiri. vakni ACARA. Berbagai pengalaman di

(o

dalam praktek menunjukkan bahwa suatu keleliruan atan kekurangan dalam

memenuhi prosedur vang ditentukan oleh undang-undang. selalu menimbutkan
akibat vang mendalam. Sah atau fidaknva penvitaan vang dilakukan sangat

ditentukan oleh ketepatan prosedur tindakan vang dilakukan.

L4
.

Di masa lampau, vakmi pada waktu hukum acara pnidana Indonesia

r

berpedoman pada HIR pahit getirnva kekeliruan tindakan itu mungkin hanva
dirasakan oleh tersangka atau terdakwa. Tetapi di bawah KUHAP. tidak mustahil
suatu jesalahan atzu: kekurangan demikian dalam hal melakukan penvitaan itu

menimpa secara nyata terhadap pelaksana penegak hukum sendirn

5a
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Tuntutan ganti rugl dalam pasal vang dimaksud bukanlah untuk tiap
kesaiahan penvitaan vang dilakukan penyidik tetapi kesalahan dalam hal setelaih
penyitaan dilakukan penvidik tersebut. berkasnya tidak diajukan ke Pengadilan
Neger, demikian menurul penulis.

Lzbih lanjut Pasal 82 KUHAP, menyebutkan :

Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hai sebagaimana dimaksud dalam pasai
79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasan-alasannva.
Putusan hakim daiam acaia pemeriksaan pra peradilan mengenai hal vang
dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasan-
alasannya. Isi pulusan selain memuat Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :
| Datam hal putusan menevlankan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan
tidak sah, maka penyidik. jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan

masing-masing harus segera membebaskan tersangka

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penvidikan atau
penuntulan tidak sah. penvidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib
dilanjutkan

3. Dalam hal putusan menetapkan benda vang disita ada yang tidak termasuk alat

pembuktian maka dalam hal putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus
e
segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa saja benda itu disita

Jadi Ketentuan Pasal 82 avat (1) KUHAP tersebut di atas merupakan dasar

hukum bagi tersangka atau orang dari siap benda ttu disita, untuk menuntut

pengembalian benda vang dikenakan penvitaan apabila benda vang disita itu tidak
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termasuk alat bukti dan tuntutan tersebut diajukan dalam acara sidang pra
peradiian.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur tindakan

dengan sebatk-baiknya terutama dalam hai melakukan penyitaan. dalam sistem
KUHAP disediakan sarana pengawasan melalui lembaga pra peradilan. ganti
kerugian dan atau rchabilitast.

Terlepas dar1 apa vang drutarakan itu. kiranya mudah dimengerti bahwa
prosedui pengambilan tindakan datam rangka hukum acar pidana meminta
kecermatan secara sungguh-sungguh. Karena akibat dan  kekeliruan atau
kekurangannya bukan hanyva menvangkut penvelesaian perkara yang bersangkutan
saja. Tetapi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam arti luas terutama
dalam hal melakukan penyila;m‘

Kekeliruan atau kekurangan itu mungkin dapat berakibat seorang vang
tidak bersalah menjadi menanggung aib serla penderitaan vang berkepanjangan
apabila penerapan penvitaan dilakukan kepadanva tanpa prosedur vang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP). Tetapi sebaliknva juga dapat
mengakibatkan seorang vang sepantasnva dilakukan penvitaan atasnva tidak
dilakukan oleh aparat. Kedua hal iiu sama-sama dirasakan oleh masvarakat
sebagat suatu hal yang tidak selaras dengan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan

4 0
inilah sumber dar rasa tenieram, rasa aman dan merupakan svaral untuk
mendorong segala perkeimbangan masyarakat.

Suatu asas dalam pelaksanaan penvidik Poln vaitu asas keperiuan

(Nonwending, Nooddzakelijk).
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Asas i juga berlaku dalam hal tindakan penvidik Polri dalam melakukan
tindakan, Adapun pengertian dart asas keperluan i vaitu asas int menentukan
bahwa tindakan hanva dapat diambil apabila memang diperlukan untuk
meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah lerjadinva suatu gangguan,
Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan maka cangguan tersebut
akan berlangsung terus alau ancaman bahaya gangguan akan terjad:. 2

Dalam hubungannva dengan pelaksanaan penyitaan vang dilakukan oleh
penvidik POLRI maka asas i sanéaliah bertalian sekali. Maka dengan asas i
dapat dilaksanakan suatu tindakan penvitaan dengan lasan untuk keperluan
mencegah terjadinya suatu gangguan. Misainva Polisi menyiia sebuah pistol dart
seseorang vang tidak berhak atau tidak mempunvai izin memakainva, tanpa surat
izin dari Keiua Pengadilan Negeri. Teiapi dalam pelaksanaan selanjuinva periu
diperhatikan  bahwa tindakan penyitaan vang dilakukan tersebut harusiah
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan neger selempai. Maka nka tdak dilaporkan
akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukum selamjutnva,
Atau ditemukan suatu kecacatan dalam hal pelaksanaan penunivian terhadap
pemilik pistol tersebut.

Maka dalam hubungannva dengan pembahasan di atas, tindakan penyitaan

vaig dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

e
.

selempat. Maka jika udak dilaporkan akan mengakibatkan ketimpangan
pelaksanaan ketentuan hukum selanjutnva. Atau ditemukan suatu kecacatan dalam

hal pelaksanaan penuntuian terhadap pemihik pistol tersebut.

Dioko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dafamn Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara,

Sy e LG Yeul 42
Jakaria, 1997, hal, 151
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

i Pada prinsipnyva suatu penyitaan ttu harus terlebih dahulu ada 1zin dan Ketua
Penagdilan negeri setempat kecuali dalam hal penvitaan itu dilakukan karena
lerpaksa atau mendesak. maka setelah itu  penvidik  harus segera
melaporkannva kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat vntuk memperoleh

persetujuan atas peiaksanaan penvitaan vang dilakukan

[N

Bahwa angka penvitaan di wilavah hukum Ditserse Poldasu Medan angka
penyitaan cukup tinggi'dan Ketua Pengadilan negert Medan belum pernah
menolak memberikan perselujuan atas penvitaan vang sebelumnva telgh
dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan

Apabila benda yang disita tidak fagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya

(U]

baik pada fingkat penyidikan. penuniutan maupun di peradiian, maka benda
sitaan vang dimaksud dikembalikan kepada vang paling berhak ke~uali benca
tersebui dianggap berbahava. maka benda vang berbahava tersebui
dimusnahkan negara
. :

B. Saran

I Disarankan kepada masvarakat khususnva vang terstta agar sebelum penvidik
melakukan penyitaan terlebth dahulu memunta surat-surat identitas dari
petugas penvitaan dan yvang penting meminta agar petugas menunjukan surat

izin penvitaan yvang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat
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Sejalan dengan apa vang menjadi tujuan dart Hukum Acara Pidana vang baru
vang dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum dan
kepentingan masvarakat khususnva dalam melakukan penvitaan atas benda
vang dimtliki seseorang vang sebelumnya diduga diperoleh dar suatu
tindakan pidana, maka kepada penegak hukum vang fungsi dan wewenangnya
sebagal penvidik tidak dengan mudah menggurakan upaya paksa terhadap
benda vang disita, tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data
atau keterangan vang jelas. bahwa benda vang disua 1tu merupakan benar-

benar dart suatu tindak pidana sehingga penvitaan benda itu mempunyat

kepastian hukum sebagai barang bukt:

|99

Bahwa berhubung karena hingga kini belum terdapat rumah penyimpanan

]

benda-bedan siiaan negara seperii vang dimaksud dalam Pasal 26 avat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun [983. maka untuk keamanan dari
benda sitaan tersebut periu untuk secepainva merealisir rumah penvimpanan
vang dimaksud

4. Agar masvarakai mengetahur secara jelas tentang kedudukan benda sifaan
untuk mewyjudkan kebenaran materiel. maka kepada pihak penegak hukum.
hakim, jaksa. polisi vang terkatt dengannva dapat memberikan informasi vang
]elas berupa penvuluhan-penvuluhan di bidang hukum sehingga masyarakat

tidak takut membuktikan apa yang menjadi haknva
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